
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.414, 2018 KEMENKEU. Pusat Logistik Berikat. Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  28 /PMK.04/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  

NOMOR 272/PMK.04/2015 TENTANG  

PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pusat Logistik Berikat telah 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat; 

  b. bahwa untuk lebih mendorong kegiatan perdagangan dan 

industri nasional baik secara langsung (direct) maupun 

tidak langsung (indirect), memperkuat daya saing 

perusahaan dan meningkatkan investasi, mendukung 

perluasan kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien 

dan terkoneksi secara global (e-commerce), menjamin 

ketersediaan bahan baku bagi Industri Kecil dan 

Menengah, dan kanalisasi atas barang beresiko tinggi 

yang dapat mengganggu industri dalam negeri, perlu 

melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan 

prosedur pelayanan, pengawasan, dan otomasi pada 

Pusat Logistik Berikat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1a) Undang-
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Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, 

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4755) 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat 

Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5768);  
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  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 

tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk 

Penghitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);  

  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 268/PMK.03/2015 

tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari 

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 

Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan 

Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis 

yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2066); 

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 

tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070); 

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 

tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819); 

  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

272/PMK.04/2015 TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070), 

diubah sebagai berikut: 
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1.   Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2007. 

3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya 

disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau 

kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan 

tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea 

Masuk.  

4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat 

PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk 

menimbun barang asal luar daerah pabean 

dan/atau barang yang berasal dari tempat lain 

dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau 

lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu 

tertentu untuk dikeluarkan kembali.  

5. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang 

melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola 

kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat 

Logistik Berikat. 

6. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang 

selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan 

hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB. 

7. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB 

yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan 

usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB 
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yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB 

yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda. 

8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah 

suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah 

dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan 

Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai. 

9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya 

disingkat KEK adalah kawasan dengan batas 

tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang ditetapkan untuk 

menyelenggarakan fungsi perekonomian dan 

memperoleh fasilitas tertentu. 

10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya 

disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), 

dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. 

11. Orang adalah orang perseorangan atau badan 

hukum. 

12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik 

Indonesia. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan 

Cukai. 

14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah 

atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat 

dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang Kepabeanan. 

16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 
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